
 
BUPATI BANGKA 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
 

SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANGKA 

NOMOR  3 TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGKA, 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka menuju pasar sehat di Kabupaten 
Bangka perlu adanya peningkatan pelayanan pasar seperti 
penyediaan air bersih dan listrik; 

  b. bahwa dalam melaksanakan pemberantasan pungutan liar 

secara efektif dan efisien, perlu menata kembali pungutan 
Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Bangka; 

  c. bahwa Retribusi Pelayanan Pasar telah diatur dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Umum; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu 

melakukan perubahan tarif Retribusi Pelayanan Pasar yang 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera 
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1821); 

 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4033); 

 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
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 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor  244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan 

Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka 
Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 1 Seri B) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 

2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 
Nomor 1 Seri B); 

 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D); 

  

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PERUBAHAN  
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati  ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Bangka. 

4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bangka. 

5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi 

Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 

lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 
bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 

usaha tetap. 

7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 

data objek dan subjek retribusi, penetuan besarnya retribusi yang terutang 
sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta 

pengawasan penyetorannya. 

8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan 

yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 

Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

10. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk 

melaksanakan transaksi, sarana interaksi sosial budaya masyarakat, dan 
pengembangan ekonomi masyarakat. 

11. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 

Daerah sebagai jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayarn retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa 
Umum. 

13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan 

tertentu dari Pemerintah Daerah. 

14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah 

bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 
mengunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah 

melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, 

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok 
retribusi yang terutang. 

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat 
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah 

kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar 
daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah 

surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif 
berupa bunga dan/atau denda. 

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 

data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan 

lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan retribusi daerah. 
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19. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian 

tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi 

daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.  

BAB II 

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR 

Pasal 2 

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan 

berdasarkan jenis, luas ukuran dan jangka waktu pemakaian dari masing-
masing fasilitas serta kelas pasar yang digunakan. 

(2) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan sebagai berikut : 

a. Pasar Kite Sungailiat : 

No. Uraian Besaran Tarif 

1. Pemakaian los/petak/meja oleh pedagang, 
dan menggunakan seluruh fasilitas yang 
disediakan 

Rp. 8.000,00/hari/unit 

2. Pemakaian los/petak/meja oleh pedagang, 
tetapi hanya menggunakan salah satu 

fasilitas yang disediakan 

Rp. 5.000,00/hari/unit 

b. Pasar Kenanga Sungailiat : 

No. Uraian Besaran Tarif 

1. Pemakaian los/petak/meja oleh pedagang, 

dan menggunakan seluruh fasilitas yang 
disediakan 

Rp. 7.000,00/hari/unit 

2. Pemakaian los/petak/meja oleh pedagang, 
tetapi hanya menggunakan salah satu 
fasilitas yang disediakan 

Rp. 5.000,00/hari/unit 

c. Pasar Belinyu : 

No. Uraian Besaran Tarif 

1. Pemakaian los/petak/meja   Rp. 2.000,00/hari/unit 

2. Pemakaian petak bertingkat  Rp. 3.000,00/hari/unit 

d. Pasar lainnya yang berada di wilayah Daerah : 

 -  pemakaian los/petak/meja/pelataran sebesar Rp. 3.000,00/hari/unit 
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BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Bangka. 

 
 

Ditetapkan di Sungailiat 

pada tanggal 20 Februari 2017 

BUPATI BANGKA,  

   Cap/dto 

TARMIZI SAAT         
Diundangkan di Sungailiat 

Pada tanggal  20 Februari 2017 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANGKA, 

  Cap/dto 

      FERY INSANI 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2017 NOMOR 3        

 

 
 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 
 

 

       Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
  KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 

 
Cap/dto 

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH 
PEMBINA TK I 
NIP. 19660608 198603 1 004 

 

 

 


